
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

NOMOR:8 TAHUN2020

TENTANG

PERSETUJUAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)DAN PRIORITAS
PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN SEMENTARA ( PPAS) ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 202 1

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 87 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menyatakan
Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) disampaikan Kepala
Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan Juni tatrun
anggaran be{alan untuk dibahas dalam pembicaraan
pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
tahun anggaran berikutnya;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
64 Tahun 2A2O tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A21
disebutkan bahwa Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
yang telah dibahas, disepakati bersama menjadi KUA dan
PPAS dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan
DPRD paling lambat Minggu Kedua bulan Agustus;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b
perlu persetujuan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Fropinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
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undang-undang Nomor 33 tahun 2ao4 Tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan
Daerah;

undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

undang-undang Nomor L7 Tahun zaor tentang Rencana
Jangka Panjang Nasional Tahun ZA0S-ZA2S;

undang-undang Nomor 28 Tahun zoog tentang pqiak Daerah
dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor lZ ?ahun ZOll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimani
telatr diubah dengan undang-undang Nomor ls rahun 2olg
tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 12 Tahun
20 1 I tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 MpR,DpR,DpD dan
DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OL4 tentang MpR,
DPR,DPD dan DPRD;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pqiak
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2A01 tentang
Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum sebagaimani
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor z4 Tahun
2aL2 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2oa6 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah i

Peraturan Pemerintah Nomor 6s rahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor s6 Tahun 2oo5
tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
cara Pemberial dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2AL4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1r rahun 2ol2
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan pemerintah Nomor
43 Tahun 2A14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2oLT tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor lz rahun zorr tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2olr tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun zo18 tentang standar
Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2}tg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2A19 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang;

Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang dengan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang tanggal Zl
September 2O2O;

Memperhatikan:

MTMUTUSKAN:
Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Keb{jakan umum Anggaran (KUA) dan
Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang



KSNUA

KETIGA

Tahun fuiggaran }azl menjadi Kebiqiakan umum fuiggaran dan
Belanja Daeratr {KUA) dan Prioritae ptafon Angffiren (ppA}
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lfubupaten Rembang
?atrun Anggaran 2Q2l sebagaimana terlampir.

Menyerahkan proses selar{utnya oebagaimana diktum KESATU
Keputusan ini kepada Bupatl Rembang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 September 2AZA

DEWAN PERWAKILAN RAIryAT DAERAH
KABUPATEN REMBAT'IC

H. BISRI CH I,AQOUF


